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Sislem Informasi Pemerinlahan Daerah - Penatausahaan

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024

Nomor SPM:
13.00/03.0/000135/L.5/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Supaya menerbitkan SP2D kepada:

Nama SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika Dan

Statistik

Nama Unit SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika Dan

Statistik

Nama : CV Nata Media Citratama

No. Rekening Bank  : 24000103004570

Nama di Rekening : CV Nata Media Citratama

Bank

Nama Bank - Cabang : Bank NAGARI - Melawai Jakarta
NPWP : 206430084542000

Dasar Pembayaran
13.00/01.0/000002/2.16.2.20.2.21.01.0000/P
PR/12/2024

Untuk Keperluan:

Belanja Modal Alat Studio lainnya berupa Pengadaan 1 (satu)
Paket Videotrone Indoor sesuai dengan Surat Pesanan Nomor
020/122/Diskominfotik-2024 tanggal 19 Desember 2024

Pembebanan Pada:

KODE REKENING URAIAN NILAI

NOMOR SPD:
13.00/01.0/000002/2.16,2.20.2,21.01.0000/PPR/12/2024

2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informas| dan Komunikasi Publik

Pemerintah Daerah Provinsi

2.16.02.1.01.0005 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Belanja Modal Alat
Stludio Lainnya

5.2.02.06.01.0006 Rp980.000.000,00

Potongan-Potongan:

No. Uraian ID Billing Jumlah
Pajak
1 | Pertambahan | 029501560745151 Rp97.117.117,00
Nilai
Pajak
2 | Penghasilan 029501559081122 | Rp13.243.243,00
Ps 22
Jumlah | Rp110.360.360,00
SPM Yang Dibayarkan
Jumlah Yang Diminta (Bruto) Rp980.000.000,00
Jumlah Potongan Rp110.360.360,00
Jumlah Netto Rp869.639.640,00
Jumlah Yang Dibayarkan Rp980.000.000,00

Uang Sejumlah: (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah)

hilps:/feipd kemendagri.go.id/penalausahaan/pengeluaran/spm/pembuatan/cetak/131184
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KODE REKENING URAIAN NILAI

Jumlah | Rp980.000.000,00

Padang, 27 Desember 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Jumlah SPP Diminta Rp980.000.000,00 =

Nomor dan Tanggal SPP :
13.00/02.0/000131/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024,
tanggal 27 Desember 2024

ONY FAJAR'SYAHDI, MMA
197003021994031002

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran

htips /fsipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/pengsluaran/spm/pembualan/celak/131184 2/2
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS
Nomor: 13.00/03.0/000135/SPTJM-SPM-LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor
13.00/03.0/000135/L.S/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 yang saya ajukan sebesar Rp980.000.000,00
(terbilang Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun Anggaran

2024, dengan ini menyatakan dengan sebenamya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-
SKPD.
2. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk
keperluan pemeriksaan Intemal/Eksternal sebagai Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.
Dengan ini, saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Padang, 27 Desember 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AR SYAHDI, MMA
197093021994031002
]

https:/fsipd. kc-mendagn’.go.idlpenatausahaanlpengefuaran/spmlpembuatanlcelak/sptjm-spm-upﬂ31184?type=LS 1/1
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PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKAS| KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS |

Saya yang bertanda tangan di bawabh ini:
Nama : PUTRA BAYHAKI, SE,MM

NIP : 198607012009011001
Jabatan : PPK SKPD

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran LS nomor
13.00/02.0/000131/L.S/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 telah lengkap dan sah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai

peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Padang, 27 Desember 2024
PPK SKPD

198607401 200?0 1001

htips://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/pengeluaran/spm/pembuatan/cetak/pernyataan-spm/1311847type=LS 1/1



¢ PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Pramuka Raya No.l1A Belanti, Padang
Website : diskominfo.sumbarprov.go.id , sumbarprov.go.id

No. SPM : 13.00/03.0/000135/L5/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024
Tanggal : 27 Desember 2024

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN PENGAJUAN LS PENGADAAN BARANG DAN JASA

NON KONSTRUKSI
Check
No Persyaratan
Ada | Tidak

1. | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) v

2. | Surat Penyediaan Dana (SPD) Vv

3. | Surat Pengantar SPP-LS Vv

4. | Rincian SPP-LS Vv

5. | Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Vv

6. | Kwitansi Vv

7. | Surat Permintaan Pembayaran Uang V

8. | Kontrak/ SPK/ Surat Pesanan (Coret yang tidak perlu) \

9. | Berita Acara Pembayaran '

10. | Berita Acara Serah Terima (BAST) Vv

11. | Berita Acara Pemeriksaan Vv

12. | Kartu Garansi Barang (Jika ada) X
13. | Laporan/ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan X
14. | Jaminan Pelaksanaan X
15. | Jaminan Uang Muka X
16. | Faktur Pajak Vv

17. | Berita Acara Perhitungan Denda X
18. | Bukti Setoran Denda (Jika Ada) X
19. | Dokumentasi Vv

Semua bukfi-bukti pengeluaran yang disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/ Pejabat
Penatausahaan Keuangan Unit SKPD telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran
atas beban APBD, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat
Penatausahaan Keuangan dan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

Kebenaran perhitungan dan isi yang terfuang dalam Surat Permintaan Pembayaran ini menjadi tanggung jawab
SKPD.







